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Abstract: Limited tax literacy and administrative capability remain major obstacles to
corporate tax compliance among MSMEs in Indonesia, particularly in fiscal reconciliation
and annual corporate income tax return reporting. This community service activity aimed to
enhance the capacity of MSME owners in understanding fiscal reconciliation and
independently preparing Annual Corporate Income Tax Returns through practice-based
training and assistance. The program employed a participatory action-based training
approach through workshops, simulations, and technical mentoring using participants’
actual financial statements. The training materials covered basic corporate taxation
concepts, fiscal reconciliation, identification of deductible and non-deductible expenses,
completion of tax return attachments, and simulation of the Coretax reporting
system. Aligned with Sustainable Development Goal (SDG) 4 (Quality Education), the
program strengthened participants' tax knowledge and practical competencies through
inclusive, lifelong learning opportunities. Furthermore, the collaborative implementation
involving academics, tax practitioners, and MSME participants reflects SDG 17 (Partnerships
for the Goals) by fostering multi-stakeholder cooperation to improve tax governance and
institutional capacity. The results indicated that participants were able to understand the
differences between commercial and fiscal profit, identify fiscal corrections, and prepare
Annual Tax Return drafts more systematically and independently. Therefore, fiscal
reconciliation training and Annual Tax Return assistance can serve as effective strategies to
strengthen tax administrative capacity and improve corporate tax compliance among
MSMESs while contributing to the achievement of SDGs 4 and 17.
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Abstrak: Rendahnya literasi perpajakan dan keterbatasan kemampuan administratif
masih menjadi kendala utama kepatuhan pajak badan pada pelaku UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah) di Indonesia, khususnya dalam proses rekonsiliasi fiskal dan pengisian
SPT Tahunan PPh Badan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas pelaku UMKM dalam memahami rekonsiliasi fiskal serta melakukan pengisian
SPT Tahunan Badan secara mandiri melalui pelatihan dan pendampingan berbasis praktik.
Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan participatory action-based training
melalui workshop, simulasi, dan pendampingan teknis berbasis laporan keuangan riil
peserta. Materi pelatihan meliputi konsep dasar pajak badan, rekonsiliasi fiskal, identifikasi
biaya fiskal, pengisian lampiran SPT, serta simulasi penggunaan sistem Coretax. Sejalan
dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 4
tentang Pendidikan Berkualitas, kegiatan ini memperkuat pengetahuan dan kompetensi
praktis perpajakan peserta melalui pembelajaran yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain
itu, pelaksanaan program yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, praktisi
perpajakan, dan pelaku UMKM mencerminkan implementasi SDG 17 tentang Kemitraan
untuk Mencapai Tujuan melalui penguatan sinergi multipihak dalam meningkatkan tata
kelola dan kapasitas administrasi perpajakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta
mampu memahami perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, mengidentifikasi
koreksi fiskal, serta menyusun draft SPT Tahunan secara lebih sistematis dan mandiri.
Dengan demikian, pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan SPT Tahunan menjadi
strategiyang efektif dalam memperkuat kapasitas administrasi perpajakan dan mendorong
kepatuhan pajak badan pada sektor UMKM, sekaligus berkontribusi terhadap
pencapaian SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai
Tujuan).
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PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak badan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin keberlanjutan fiskal dan
efektivitas distribusi sumber daya publik di Indonesia (OECD, 2021). Dominasi sektor UMKM dalam struktur
perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto maupun penyerapan tenaga
kerja, menempatkan segmen ini sebagai basis pajak yang strategis namun belum sepenuhnya optimal. Sejumlah
studi empiris nasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi
perpajakan, persepsi terhadap kualitas layanan fiskus, serta kemudahan administrasi pelaporan (Oktaviano et al.,
2025; Saputra & Putra, 2025). Adapun UMKM di Indonesia sering menghadapi kendala dalam pengelolaan pajak
akibat keterbatasan pengetahuan dan sumber daya (Kairun Nisa et al., 2025).

Secara umum laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pencatatan perpajakan (Khoiriyah et al.,
2024; Naula Oktaviani et al., 2026). Secara normatif, kewajiban pajak badan diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan yang menjadi landasan formal dalam penghitungan dan pelaporan pajak terutang. Namun demikian,
praktik rekonsiliasi fiscal yakni proses penyesuaian antara laba komersial dan laba fiskal berdasarkan perbedaan
permanen dan temporer masih menjadi tantangan teknis bagi banyak pelaku UMKM (Nazifah et al, 2025).
Kompleksitas regulasi dan keterbatasan kapasitas pembukuan menyebabkan meningkatnya risiko kesalahan dalam
penyusunan SPT Tahunan PPh Badan, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan formal maupun material
(Mascagni et al., 2019; Raymond Hasiholan et al., 2026a). Literatur internasional juga menegaskan bahwa biaya
kepatuhan relatif lebih tinggi bagi usaha kecil dibandingkan perusahaan besar, sehingga diperlukan dukungan
administratif yang lebih adaptif (OECD, 2021)

Pendekatan berbasis edukasi dan pendampingan teknis diakui sebagai strategi efektif dalam meningkatkan
kepatuhan sukarela, terutama pada kelompok wajib pajak dengan keterbatasan kapasitas administratif (OECD,
2019; Raymond Hasiholan et al., 2026a). Bukti empiris dari negara berkembang menunjukkan bahwa program
pelatihan perpajakan secara signifikan meningkatkan pemahaman prosedural dan akurasi pelaporan pajak usaha
kecil (Raymond Hasiholan et al., 2026a). Dalam konteks Indonesia, pelatihan dan kelas pajak yang diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak terbukti memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan
literasi fiskal dan interaksi yang lebih konstruktif antara fiskus dan wajib pajak(Oktaviano et al., 2025). Perspektif
ekonomi perilaku lebih lanjut menekankan bahwa peningkatan self-efficacy dan persepsi kemudahan prosedural
berkontribusi positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan.

Berdasarkan kerangka konseptual dan temuan empiris tersebut, pelatihan rekonsiliasi fiskal dan
pendampingan penyusunan SPT Tahunan diposisikan sebagai intervensi strategis untuk mengoptimalkan
kepatuhan pajak badan pada pelaku UMKM. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dalam
memahami koreksi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara
mandiri dan berkelanjutan. Mitra dalam kegiatan ini merupakan pelaku UMKM yang tergabung pada Komunitas
Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) cabang solo raya dan yogyakarta dengan lokasi kegiatan di Kota Surakarta.
Sebagian besar anggota bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, dan jasa dengan skala usaha mikro hingga kecil.
Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam
memahami rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri melalui pelatihan dan
pendampingan berbasis praktik.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action-Based
Training (PABT) yang mengintegrasikan pelatihan teknis, praktik langsung, dan pendampingan individual untuk
meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam melaksanakan rekonsiliasi fiskal dan menyusun Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses
pembelajaran sehingga tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan
materi dalam pengelolaan administrasi perpajakan usahanya. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 18 April
2025 bertempat di Aula Bakso Kadipolo JI. Ronggowarsito No.163, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, dengan peserta yang terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan kegiatan
dibagi ke dalam empat tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan
Tahap awal dilakukan melalui pemetaan kebutuhan (needs assessment) terhadap pelaku UMKM yang

menjadi mitra kegiatan. Identifikasi dilakukan melalui survei awal dan wawancara singkat untuk mengukur tingkat
pemahaman akuntansi dasar, literasi perpajakan, serta pengalaman dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan
pelaporan SPT Tahunan. Data awal ini digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang kontekstual dan sesuai
dengan karakteristik usaha peserta. Selain itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup:

a) konsep dasar pajak penghasilan badan,

b) identifikasi perbedaan permanen dan temporer dalam rekonsiliasi fiskal,

¢) teknik penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan
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d) simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan berbasis studi kasus UMKM.
2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan
Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk workshop interaktif dengan metode ceramah
konseptual, diskusi kasus, dan praktik langsung (hands-on practice). Pada sesi rekonsiliasi fiskal, peserta diminta
membawa laporan keuangan sederhana usaha masing-masing untuk dilakukan identifikasi koreksi fiskal secara
langsung. Metode pembelajaran menekankan pada:
a) Problem-based learning, melalui penyelesaian kasus riil UMKM;
b) Simulasi pengisian SPT, menggunakan formulir dan aplikasi resmi;
c) Diskusi reflektif, untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan.
3. Tahap Pendampingan Individual
Setelah pelatihan klasikal, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual selama periode tertentu
(misalnya 1-2 bulan menjelang batas pelaporan). Pendampingan dilakukan secara langsung maupun daring untuk
membantu peserta dalam:
a) menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal aktual,
b) menghitung pajak terutang secara benar, dan
¢) memastikan kelengkapan serta ketepatan pengisian SPT Tahunan.
Pendampingan bersifat konsultatif dan solutif, sehingga setiap permasalahan teknis yang dihadapi peserta
dapat diselesaikan secara sistematis.
4. Evaluasi dan Pengukuran Dampak
Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi keterlibatan peserta, ketepatan penyusunan rekonsiliasi
fiskal, serta kemampuan peserta dalam mengisi SPT Tahunan Badan secara mandiri melalui simulasi Coretax.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Materi Pelatihan yang Diberikan

Materi disusun secara sistematis dari aspek konseptual hingga praktik teknis agar peserta memahamilogika
fiskal sebelum melakukan pengisian SPT. Edukasi perpajakan yang bersifat aplikatif memungkinkan peserta
memahami kewajiban perpajakan secara lebih komprehensif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini
sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Raymond Hasiholan et al., 2026) .

Tabel 1. Rincian Materi

Sesi Materi Substansi Utama Output yang Diharapkan

1 Konsep Dasar Kewajiban perpajakan UMKM, tarif PPh Badan, rezim Peserta memahami posisi  pajak
Pajak Badan PPh Final & Non-Final usahanya

2 Rekonsiliasi Perbedaan laba komersial dan laba fiskal, koreksi fiskal Peserta mampu menyusun rekonsiliasi
Fiskal positif & negatif sederhana

3 Identifikasi Biaya B_1aya yang dapat dikurangkan dan tidak  dapat Peserta mampu memilah biaya fiskal

dikurangkan

4 Pengisian SPT Struktur formulir pada web Coretax Peser‘Fa_ mampu mengisi SPT secara
Tahunan Badan mandiri

5 Simulasi Rekonsiliasi laporan laba rugi riil UMKM Peserta menyusun draft SPT

berdasarkan data usaha

a) Konsep dasar perpajakan badan

UNS
Penghitungan Pajak
Sesuai Omzet Badan usaha
[ Penghitumgan PP Final 0.5% )
PP IR0 jo pp 50002
il 4,8 Milbyar /
it
Seburuh Penghasian e Pajal X tarif 11% %)
Faidkies Pl 3% UL PP
Omzet
Omazet distes 48
M ad 50M
o tanf 3T%
¥ Perghinngin untuk Baden dirgan T
omaet 50 48 M tetapi sudah tidet dapat
ratnguraian PRIV 018 jo PP $5/2002 _—
[ ] i) o @

Gambar 1. Penjelasan konsep perpajakan badan
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Pada tahap ini, pembahasan terkait konsep dasar perpajakan membantu peserta memahami bahwa
pengenaan pajak badan bergantung pada Kklasifikasi omzet tahunan. Untuk omzet sampai dengan Rp4,8 miliar,
dijelaskan skema PPh Final 0,5% yang dihitung langsung dari peredaran bruto sehingga relatif sederhana dan tidak
memerlukan rekonsiliasi fiskal yang kompleks. Sementara itu, untuk omzet di atas Rp4,8 miliar, peserta
diperkenalkan pada tarif umum PPh Badan 22% serta fasilitas Pasal 31E UU HPP, di mana sebagian penghasilan
kena pajak dapat dikenakan tarif lebih rendah sebelum mencapai batas omzet Rp50 miliar. Visualisasi dalam bentuk
alur memudahkan peserta mengidentifikasi posisi usahanya dan memahami konsekuensi administrasi ketika skala
usaha meningkat. Secara keseluruhan, penyajian materi berbasis skema ini efektif meningkatkan pemahaman teknis
sekaligus kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Pemahaman
mengenai klasifikasi wajib pajak, tarif pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan fondasi utama
dalam membangun kepatuhan perpajakan. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan sering kali menjadi
penyebab utama rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Situmorang,
2025).

b) Rekonsiliasi Fiskal

Pelaku UMKM umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan administrasi
perpajakan sehingga memerlukan pendampingan teknis yang bersifat praktis. Oleh karena itu, penggunaan laporan
keuangan riil dalam proses pelatihan membantu peserta memahami hubungan antara laporan keuangan komersial
dengan kewajiban perpajakan secara lebih konkret. Rendahnya kemampuan administrasi dan pembukuan juga
diketahui menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM (Audrey Widjaya et al.,
2026).

Pada tahap terkait Rekonsiliasi Fiskal terdapat contoh neraca dan laporan laba rugi sebagai dasar untuk
menjelaskan proses penyesuaian dari laba komersial menjadi laba fiskal. Melalui ilustrasi laporan keuangan
tersebut, peserta diarahkan memahami bahwa angka laba dalam laporan akuntansi belum tentu sama dengan dasar
pengenaan pajak. Dalam sesi ini dijelaskan identifikasi biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat
dikurangkan secara fiskal, termasuk kemungkinan koreksi fiskal positif maupun negatif. Contoh akun seperti biaya
penyusutan, biaya administrasi, dan beban lain dianalisis bersama untuk melihat apakah perlakuan komersialnya
telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pendekatan berbasis studi kasus laporan keuangan konkret membuat
peserta lebih mudah memahami logika rekonsiliasi fiskal. Dengan melihat langsung struktur neraca dan laba rugi,
peserta tidak hanya memahami teori koreksi fiskal, tetapi juga mampu mempraktikkan penyusunan laba kena pajak
sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Badan.

Labsa muge
i s e TOQ T
neraca [ -
T —
FT ALELAR THERBE bR
HERAD A =
R b D EsEER 2022
T [T
Mo ses 000 Niad -
o B
Al ] Lt -
haar argaa T, . e
E— e
b
o vl P -
g
Slovalelas Livadan -
s .
o
ey ey HE =y spm—
il L il - s ]
e = i v i wr ¥ 3 = i
T il whiiwa Hp 7 M X5 =51 Toial hemajiian  Hp 780 00 GO0 LI S - L
Uik ik -
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Gambar 2: Contoh rekonsiliasi Fiskal
c) Identifikasi biaya

Identifikasi biaya merupakan tahapan krusial dalam proses rekonsiliasi fiskal karena menentukan besarnya
laba kena pajak yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan. Dalam kegiatan pelatihan, peserta diarahkan
untuk membedakan antara biaya yang diakui secara komersial dalam laporan laba rugi dan biaya yang dapat
dikurangkan menurut ketentuan perpajakan.

Pada tahap awal identifikasi biaya, peserta diminta mengelompokkan seluruh komponen biaya usaha,
seperti biaya gaji karyawan, biaya transportasi, biaya sewa, biaya penyusutan, serta biaya administrasi dan umum.
Selanjutnya, dilakukan telaah apakah setiap biaya tersebut memenuhi prinsip deductibility, yaitu benar-benar
terkait dengan kegiatan usaha, didukung bukti yang sah, dan tidak termasuk kategori biaya yang secara eksplisit
tidak dapat dikurangkan.
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Diskusi juga menekankan beberapa potensi koreksi fiskal positif, misalnya biaya yang bersifat pribadi
pemilik, pengeluaran tanpa bukti yang memadai, atau sanksi administrasi perpajakan. Sebaliknya, koreksi fiskal
negatif dibahas dalam konteks perbedaan metode penyusutan atau pengakuan pendapatan yang diatur secara
berbeda antara standar akuntansi dan ketentuan pajak. Melalui latihan berbasis laporan keuangan riil, peserta
memperoleh pemahaman bahwa tidak semua biaya dalam laporan komersial otomatis mengurangi penghasilan
kena pajak. Proses identifikasi yang sistematis membantu pelaku UMKM menyusun rekonsiliasi fiskal secara lebih
akurat dan meminimalkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administrasi.

d) Pengisian SPT Tahunan Badan

Pada tahap ini, peserta diberikan formilir lampiran yang saling terintegrasi, seperti laporan keuangan,
rekonsiliasi fiskal, perhitungan penghasilan kena pajak, kredit pajak, hingga rincian transaksi khusus. Setiap bagian
memiliki keterkaitan logis yang menuntut konsistensi data dari awal hingga akhir pelaporan.Dalam kegiatan
pendampingan, formulir Excel yang disusun berfungsi sebagai alat bantu komprehensif untuk mengisi seluruh
komponen tersebut, bukan hanya bagian induk. Melalui template ini, peserta dapat memetakan laporan laba rugi,
melakukan koreksi fiskal, menghitung PPh terutang, serta merekap kredit pajak sebelum masuk kedalam coretax.
Pendekatan ini meminimalkan kesalahan input, meningkatkan akurasi pelaporan, dan membantu peserta
memahami alur integratif antara seluruh lampiran SPT Tahunan Badan dengan sistem pelaporan elektronik.

000000000

Gambar 4. Penjelasan Template Pengisian Coretax Mengguanakan Excel

e) Simulasi
Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan simulasi pengisian SPT Tahunan Badan secara langsung melalui sistem
Coretax. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh perhitungan yang telah disusun dalam template Excel
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dapat diinput secara tepat dan konsisten ke dalam platform pelaporan elektronik. Peserta secara bertahap
memasukkan data mulai dari identitas dan periode pelaporan, kemudian melanjutkan ke bagian laporan keuangan,
hasil rekonsiliasi fiskal, penghitungan penghasilan kena pajak, hingga penentuan PPh terutang. Kredit pajak yang
telah direkap sebelumnya juga diinput untuk mengetahui posisi kurang bayar atau lebih bayar.

Pada akhir simulasi, dilakukan pengecekan ulang konsistensi antar-lampiran sebelum proses submit. Tahap
ini menjadi momen penting karena peserta tidak hanya memahami teknis penggunaan Coretax, tetapi juga
memperoleh keyakinan bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan secara mandiri, sistematis, dan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Hasil kegiatan menunjukkan beberapa capaian substantif: Pertama, peserta mulai memahami perbedaan
antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Sebelumnya, sebagian besar peserta berasumsi bahwa laba
usaha secara otomatis menjadi dasar penghitungan pajak tanpa koreksi fiskal. Kedua, peserta mampu
mengidentifikasi biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, seperti pengeluaran pribadi pemilik usaha yang
sebelumnya tercampur dalam pembukuan usaha. Ketiga, melalui pendampingan langsung, peserta berhasil
menyusun rekonsiliasi fiskal sederhana serta draft SPT Tahunan berdasarkan data aktual usahanya masing-masing.
Keempat, terjadi perubahan pola pikir dari sekadar “menghindari sanksi” menuju pemahaman bahwa kepatuhan
pajak merupakan bagian dari tata kelola usaha yang baik.

5. Tahap Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui pemetaan kebutuhan (needs assessment) terhadap pelaku UMKM yang
menjadi mitra kegiatan. Identifikasi dilakukan melalui survei awal dan wawancara singkat untuk mengukur tingkat
pemahaman akuntansi dasar, literasi perpajakan, serta pengalaman dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan
pelaporan SPT Tahunan. Data awal ini digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang kontekstual dan sesuai
dengan karakteristik usaha peserta. Selain itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup:

a) konsep dasar pajak penghasilan badan,

b) identifikasi perbedaan permanen dan temporer dalam rekonsiliasi fiskal,

c) teknik penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, dan

d) simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan berbasis studi kasus UMKM.
6. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk workshop interaktif dengan metode ceramah
konseptual, diskusi kasus, dan praktik langsung (hands-on practice). Pada sesi rekonsiliasi fiskal, peserta diminta
membawa laporan keuangan sederhana usaha masing-masing untuk dilakukan identifikasi koreksi fiskal secara
langsung.Metode pembelajaran menekankan pada:

a) Problem-based learning, melalui penyelesaian kasus riil UMKM;

b) Simulasi pengisian SPT, menggunakan formulir dan aplikasi resmi;

c) Diskusi reflektif, untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan.
7. Tahap Pendampingan Individual

Setelah pelatihan klasikal, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan individual selama periode tertentu
(misalnya 1-2 bulan menjelang batas pelaporan). Pendampingan dilakukan secara langsung maupun daring untuk
membantu peserta dalam:

a) menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal aktual,
b) menghitung pajak terutang secara benar, dan
¢) memastikan kelengkapan serta ketepatan pengisian SPT Tahunan.

Pendampingan bersifat konsultatif dan solutif, sehingga setiap permasalahan teknis yang dihadapi peserta
dapat diselesaikan secara sistematis.

8. Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Evaluasi kegiatan dilakukan secara komprehensif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi dan
keterlibatan peserta selama pelatihan, penilaian atas kemampuan peserta dalam menyusun rekonsiliasi fiskal
sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta pengukuran kompetensi peserta dalam menghitung, menyusun,
dan melaporkan kewajiban perpajakan badan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui simulasi penggunaan
sistem Coretax yang mengharuskan peserta mengisi SPT Tahunan PPh Badan secara mandiri, mulai dari proses
input data, penyusunan lampiran, validasi data, hingga pelaporan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menilai
tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, kemampuan penerapan konsep perpajakan dalam
praktik, serta efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas peserta dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan badan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan rekonsiliasi fiskal dan pendampingan pengisian SPT Tahunan Badan terbukti mampu
meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih
sistematis. Pendekatan yang mengintegrasikan pemaparan konseptual dengan praktik langsung berbasis laporan
keuangan riil memberikan dampak nyata terhadap kemampuan peserta dalam menyusun rekonsiliasi fiskal,
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mengidentifikasi koreksi fiskal, serta mengisi SPT Tahunan secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa
permasalahan utama kepatuhan pajak UMKM lebih berkaitan dengan keterbatasan literasi teknis dan administratif
dibandingkan dengan aspek niat ketidakpatuhan. Oleh karena itu, optimalisasi kepatuhan pajak badan pada sektor
UMKM memerlukan strategi pemberdayaan yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan
kapasitas praktis.

Kegiatan ini masih terbatas pada pendampingan jangka pendek dan belum mencakup evaluasi keberlanjutan
perilaku kepatuhan dalam periode pelaporan berikutnya. Oleh sebab itu, program serupa di masa mendatang perlu
dirancang secara berkelanjutan dengan mekanisme monitoring dan kolaborasi bersama otoritas perpajakan agar
dampak peningkatan kepatuhan dapat terinstitusionalisasi secara lebih permanen dalam praktik usaha UMKM.

Sebagai pengembangan kegiatan di masa mendatang, program pengabdian dapat diperluas melalui
pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, pemanfaatan aplikasi pembukuan digital yang
terintegrasi dengan administrasi perpajakan, serta pelatihan implementasi Coretax Administration System secara
lebih mendalam. Selain itu, kegiatan juga dapat dikembangkan dalam bentuk klinik pajak berkelanjutan yang
memberikan layanan konsultasi berkala bagi pelaku UMKM, sehingga kepatuhan perpajakan tidak hanya meningkat
pada saat pelatihan, tetapi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara perguruan tinggi,
Direktorat Jenderal Pajak, dan komunitas pelaku usaha juga perlu diperkuat untuk membangun ekosistem edukasi
perpajakan yang berkesinambungan dan mampu menjangkau lebih banyak UMKM.
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